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ABSTRAK 

RITAWATY, NPM : 031801017 : STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 
,ORGANISASI KANTOR .POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN (STUD/: 
PENGAWASAN PENEGAKAN PERDA TENTANG 1MB DI KOTA MEDAN). 

Dalam kerangka otonomi daerah setiap daerah didorong untuk membangun 
kemandirian didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penjelasan 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan 
bahwa hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk 
memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan 
peran serta masyarakat dalam pembangunan di daerahnya. Substansi mendasar dari 
Undang-undang otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik sesuai 
dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang bertujuan membangun kembali 
kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah seiring dengan tujuan 
pengembangan good governance. 

Namun deregulasi dan debirokratisasi yang dilakukan untuk membangun 
good governance yang telah berlangsung selam lima� tahun ter�khir pada 
kenyataannya belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan dan 
peningkatan kinerja pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik. Implementasi 
otonomi daerah yang diharapk�n mampu meningkatkan kualitas dan kuantltas 
pelayanan publik dalam pelaksanaannya terperangkap ke dalam permasalahan sumber 
anggaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. 

Pemerintahan daerah berlomaba-lomba menciptakan Perda-perda tentang 
retribusi dan pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Ash Daerah (PAD) tanpa 
mempertimbangkan Multiplier Effect (Efek yang muncul akibat Peraturan- Peraturan 
Daerah. Efek tersebut dapat bersifat positip atau negatip terhadap Pendapatan Asli 
Daerah) yang akan muncul tehadap sistem kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di 
daerah. Salah satu dampaknya adalah terciptanya high cost dalam pembangunan 
ekonomi yang mengakibatkan semakin rendahnya akses masyarakat terhadap aset
aset ekonomi. Kondisi ini juga memberikan kontribusi terhadap melemahnya minat 
investor untuk menanamkan investasinya di daerah, yang selanjutnya tingkat 
pengangguran semakin tinggi dan menambah jumlah masyarakat hidup dibawah garis 
kemiskinan. 

Kantor Polisi Pamong Praja Kota Medan sebagai salah satu perangkat Pemko 
Medan memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 
pemerintahan di daerah. Kantor Polisi Pamong Praja Kota Medan mempunyai tugas 
membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan tennasuk 
penertiban terhadap pelanggaran Perundang-undangan dan Peraturan Daerah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan 
bidang tugasnya ( Perda Kota Medan Nomor 5 tahun 2001, pasal 40 ) .  

Dengan demikian jelaslah bahwa Kantor Polisi Pamong Praja Kota Medan 
masih sangat lemah dalam menjalankan kinerja dan pengawasan IMB sepenuhnya 
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dilaksanakan ole!l Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan Sesuai Dengan 
Surat Walikota Medan Nomor : 640 I 1 7992 Tanggal 26 September 2002, Sehingga 
Kantor Polisi Pamong Praja Hanya Memberikan Bantuan Untuk Pelaksanaan Tugas 
Dimaksud . 
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1�1. Latar Belakang 

r ' 

BABI 
PENDAHULUAN 

Krisis kepercayaan (trust of crisis) terhadap kinerja institusi pemerintah 

merupakan wujud akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kecendrungan 

rnenurunnya kualitas pelayanan publik yang disediakan pemerintah. Pada 

lingkungan birokrat teijadi pergeseran nilai yang cukup memprihatinkan berupa 

terjadinya pergeseran orientasi dari para penyelenggara pemerintahan yang 

cenderung menyimpang dari amanah yang diembannya. Para penyelenggara 

pemerintahan yang seharusnya mengemban tugas dan fungsi sebagai pelayanan 

masyarakat dan abdi negara pada kenyataannya dalam melaksan�kan tugas dan 

fungsinya menunjukkan adanya indikasi minta "dilayani" masyarakat. 

Fenomena diatas tercermin dari performance para penyelenggara 

pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang menunjukkan indikasi 

berorientasi kepada materi. Kenyataan ini terlihat dari mekanisme dan prosedur 

pelayanan publik yang disediakan pemerintah cenderung membutuhkan waktu 

Jang tidak sedikit. Kondisi ini menjadi peluang bagi para penyelenggara birokrat 

untuk menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi 

.sang cenderung berorientasi kepada materi. Ironisnya biaya ilegal yang harus 

isediakan masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik lebih besar dari biaya 

I galnya. Implikasinya adalah masyarakat cenderung lebih memilih melakukan 

olusi dengan penyelenggara pemerintah untuk memperoleh pelayanan publik. 
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Untuk menyikapi fenomena diatas pada era reformasi saat ini pemerintah 

bersama-sama dengan rakyat telah membangun komitmen untuk menciptakan 

. good governance dan clean governmant. Komitmen ini tertuang di dalam TAP 

MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan 

bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Namun pertanyaannya adalah indikator

indikator apa yang akan digunakan sebagai parameter untuk mengukur kinerja 

pemerintah untuk memenuhi kriteria-kriteria yang dapat diklasifikasikan menjadi 

good governance. 

Menurut Peraturan Pemerintah No 10 1 Tahun 2000 dalam Rencana 

Stratejik Sekretariat Daerah Kota Medan Tahun 2002-2006, Hal)6 menyatakan 

bahwa: 

'Pengertian kepemerintahan yang baik (good governance) adalah sebagai 

kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan -pnns1p-pnns1p 

profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, 

efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat". 

Jika dikaitkan dengan tugas dan fungsinya sebagai penyedia pelayanan 

publik maka indikator yang harus dikembangkan di dalam lingkungan 

penyelenggara negara adalah akuntabilitas, kapabilitas, responsibilitas, integritas 

dan kredibilitas. Untuk itu dibutuhkan birokrat-birokrat yang memiliki 

performance yang bercirikan faktor-faktor akomodatif, responsive, aspiratif dan 

adapt if terhadap aspirasi dan tuntutan yang berkembang dilingkungan masyarakat 

.rang berlangsung dengan cepat seiring dengan tuntutan perubahan lingkungan 
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